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Menimbang : a.bahwa negara berkewttibaFl melayani setiap wttrga neg〔 ra
dan penduduk untuk lnelllenuhi hak dan kebunan
dぉ― ya dalam keranga pelayanan publik yang

 ヽ               merupakan amanat undang― Undang Dasar Negara
R"ublitk lndonesia Tahun 1945)

b.bahwa  membangun  keperca.yaan  masyaralkat  atts
pelayanan  publik  yang  dila―n  penyelenggara
pelttm publik =lenュ pakan keglatan yang h― s
dilakukan seiring dengan harapan dan lに Eltutan sel―h
warga negara dan penduduk tentang peningkam
pelayanan pubttki

c.bahwa sebagai upaya untuk mettrtett hak dan
kel四匈iban setiap warga negara dan penduduk setta
tCttudnya tanttngjawab negara dan kOrporasi dalanl
penyelenggaraan pelayanan publik, dipettkan nO・

・・.a
hukum yang memberi pengaturan secara j

d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan ltas dan
mettarrun penyediaan pelayanan publik i dengan
asas-asas umum pemerintahan dan yang baik
serta untuk memberi perlindungan bagr warga
negara dan penduduk dari di
dalam penyelenggaraan pelayanan diperlukan
pengaturan hukum yang mendukungnya;
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2.Undang― Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan Negara(Lerrlbaran Negara RepuЫ ik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LeFrlbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4286);

3.Undang― Undarlg Nomor 32  Tahun  2004  tentang
PCrFlerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lelnbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437)sebaga■ mana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang―
Undang NomoF 12 Tahun 2008 tentang Per■lbahan Kedua
Atas Undang―Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Peme五ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4844〕

;

4.Undang― Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Pedmbangan Keuangan Antara Pclnerintah Pusat Dengan
Peme貞ntahan Daerah (Lerrlbararl Neglra Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Leinbaran
Negara Rcpublik lndonesia Nomor 4438);

5.Undang― Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang
Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor l12, Tambahan LembAran Negara
Republik lndonesia Nomor 5038);

6.Undang― Undang  Nomor  12  Tahun  201l  tentang
Pembentukan     Peraturan     Pertlndang… undangan
(Lenlbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lerrlbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5234);

7.Peraturan PcFrle五ntah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaga Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 129,Tambahan Lcinbaran
NegaFa Republik lndonesia NomoF 3866);

8. PeraturaFI PerFle五ntah Norrlor 41 Tahun 2007 tentang
Orgttisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Peme五 ntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksarlaan Undang― Undang Nomor 25 Tahun 2009
tenttg Pclayanan Publik (Lelnbararl Negara Republik
lndonesia Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan LeinbaraFl
Negara Republik lndonesia Nomor 5357);

10。 Peraturan Mente■  Dalam Nege五  Republik lndonesia
Nomor 36 Tahun 2012 tentang PetunJuk Tcknis
Penyusunan,  Penetapan  dan  Penerapan  Standar
PelayanaFl;



Ll..Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2Al2 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan Publik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2O 1O Nomor 16;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATU- 3UPATE TEWTmc PEDO―  STJDAR

…
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupad ini yang dillnaksud dengan:

1. Perne五ntah Daerah adalah Bupati serta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyclcnggara Pemerintah
Daerah.

2. Pembina adalah Bupati Kutal Kartanegara.
3. Penanttnglawab adalah Sekreta五 s Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara.
4.Pelayallan Publik addah keJatan atau rangkttaFl

kegiatan  dalam  rangka  pemcnuhan  kebutuhan
pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  pemndang―
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa dan/atau pelayanan admlnistratif yang
disediakan olch penyelenggara pelayanan pubttk.

5. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Dinas, Badarl,
Karltor,Rumah Sakit,UPTD di linttungan Pcmedntah
Kabupaten Kutai Kartanegara。

6. Pelaksana pelayanan publik yang selanJutnya disebut
pelaksana adalah paabat,pegawai,petugas,dan setiap
orang yang beketta di dalam organisasi penyelenggara
yang bertugas inelaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan pelaりanan publik.

7. Standar  pelayanan  adalah  tolak  ukur  yang
dipergunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan
pelttanan dan acuan pcnilaian kualitas pelayanan
sebagai kewaJiban dan j〔 孤可i penyelencara kepada
masyarakat dalaFn rangka pelayanarl yang berkualitas,
cepat,mudah,tettangkau dan tertlkur.

8。 Manttemen   pelayanan   adalah   penataan
penylelenggttaan pelayanan secara efektif dan efesien
guna mencapai kinetta pelayanan yang optimal.



9.

10。

１
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12.

Pembina teknis unit pelayanan adalah pimpinan unit
keda yang secara struktural merupakan atasan dari
pimpinan unit kerja penyelenggara pelayanan.
Pemberi pelayanan adalah pejabat/pegawai instansi
pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi
pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, badan
hukum swasta dan instansi pemerintah.
Tim Standar Pelayanan Publik adalah Tim yang
dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara yang terdiri dari pejabat terkait dan unsur
staf dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara untuk melakukan pembinaan,
pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  standar
pelayanan,yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Kutai Kamnegara。

13.■m penilai adalah Tinl yang dibentuk oleh Kementedan
mN dan Refonnasi BIrokrasi, GubemuF nЮpinsi
Kalimantan TImur dan Bu解饉Kutai Kamnegara untuk
nlelakukan perlilaian lcinetta unit penyelenggara
pelay劉翻出■publik.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasa1 2

Ruang Lingkup Pedoman Standar pelayanan PubEk
meliputi:

a, komponcn standar pelayanan;

b. penyusunan;

co penetapan;

d. penerapan dan sosialiasi;

e. pemanttuan dan pengendalian kualitas pelayanan;dan

i evduasi dam pell曙 xran se■a penilaian.

BAB III
KOMPONEN STANDAR PEIAYANAN PUBLIK

Pasal 3
Komponen standar pelayanan yaitu komponen yang
merupakan un$ur-unsur administrasi dan manqiemen
yang me4iadi bagran dalam sistem dan proses
penyelenggaraan pelayanan publik.



Pasa1 4

(1)Setiap  standar  pelayanan  dipersyaratkan  harus
mencantumkan   komponen   sekurang― kurangnya
melipud:

a. dasar  hukum  adalah  peraturan  pertlndang―
undangan yang mettadi daSar penyelenggaraan
pelayanan;

b. persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi
dalam pengurtlsan sesuatu jenis pelayanarl, baik
persyaratan teknis maupun adnlinistratit

c. sistem, rnekanisme dan prosedur adalah ねta cara
pelayanan yang dibakukan bagi pemben dan
penc五ma pelιりanan te.■■.asuk pengaduan;

d.jalllgka waktu penyelesttan addah jangka waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan selurLLh
proses pelayanan dari setiapjenis pelayanan;

e. biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada
penc五ma lttranarl dalam mengurus dan/atau
memperolch pelayanan dan penyelenggara yang
besamya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antta
penyelenggara dan inasyarakat;

i  produk pelayanan adalah  hasil pelayanan yang
diberikan dan dite五 ma sesuan dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

go sarana, parasarana dan/atau fasilitas adalah
peralatalrl daFl faSilitas yang diperlukan dalarn
penyelenggaraan pelayanarl,tel■ ■■astlk peralatan darl
fasilitas pelayanaFl bagi kelompok rentan;

h. kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang
harus diiniliki olch pelaksana ineliputi pengetahuan,

keahlian,keterampllan dan pengalaman;

i,  pcngawasan intemal adalah sistem pengendalian
intern dan pengawasan langsung yang dilakukan
olch penlimpin satuan ketta atau atasan langsung
pelaksana;

j. penanganan pengaduan,saran dan inasukan dalah
tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan
tindak l珂ut;

k. junllah pelaksana adalah tersedianya pelaksana
sesual dengan beban ketta. InfO・・・.asi rrlengenai
komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakarl
tugas sesuai dengan standar pelayanan;

1.jaminarl pelayanarl adalah membe五 kan kepasdarl
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan;

m.jaFrlirlan keaFnanan dan keselamatan pelayanan
adalah dalarn bentuk kolnimen untuk inembe五 kan
FaSa aman, bebas darl bahaya, FeSiko dan keragu―
raguan;dan



(2)

n. evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk
mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan standar pelayanan.

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (U dikoordinasikan oleh penyelenggara
pelayanan.

BAB IV
PEI{YUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN

Bagian Kesatu
Pen5rusunan Tim SKPD

Pasal 5

SKPD sebagai penyelenggara pelayanan wqiib
merqrusun, menetapkan dan menerapkan standar
pelayanan publik.
Pen5rusunan standar pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (U berkoordinasi dengan Tim
$tandar Pelayanan fublik Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Pen5rusunan standar pelayanan argar membentuk Tim
Penyusun Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala
Daerah dan/atau Pimpinan r:nit kerja penyelengara
pelayanan.
Keberhasilan pen5rusunan standar pelayanan
ditentukan oleh komitmen pembina teknis unit
pelayanan publik beserta pimpinan
instansi/ UPTDI penyelenggara pelayanan.

Bagian Kedua
penettpan

Rぉd6

Pene●嘱an standar pelayanan yang telah disusun untuk
setiap jenis pelaya■ lan dilakukan oleh pembina teknis unit
pela.yanan sesuai dengan peraman pertlndang― undangan
yang berlab setelah dilakukan pembahasan dengan
meruJuk pada saran dan pendapat dari masyarakat.

Bagian Ketiga
penerapan

Pasa1 7

(1)S協曖dar pel鋼ram創はyang sudah ditetapkan蒻、ib Segera
diterapkan olch penyelenggara pelε yman.

１
■

(2)

(3)

(4)



(2) Penerapan standar pelayanan di lakukan dengan
sosialisasi.

(3) Dalam penerapan dan rcalisasi standar pelayanan setiap
unit penyelenggara pelayanan agar mensosialisasikan
dengan mendokumentasikan dan memelihara sistem
manqjemen pelayanan dan seeara terus menerus
meningkatkan kualitas pelayanan.

(4) Standar pelayanan publik di sosialisasikan dengan 2
(dua) cara terdiri dari :

a. Pihak Internal;
b. Pihak Eksternal;

(5) Sosialisasi pelayanan publik kepada pihak internal
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a dilakukan
kepada masing-masing SKPD.

{6} Sosialisasi peLayanan publik kepada pihak eksternal
sebagaimana dimaksud pada ayat {g} huruf b meliputi:
a. masyarakat pensguna;
b. LSM;
c. mass media; dan
d. legislatif .

BAB V
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KUAUTAS

PELAYANAN

Pasal I
(1) Pemantauan dan pengendalian ditakukan terhadap

pemenuhan standar pelayanan yang telah ditetapkan
dan aspek-aspek manqiemen unit pelayanan dalam
menghasilkan pelayanan secara konsisten sesuai
dengan standar pelayanan.

(21 Pemantauan dan pengendalian dilakukan metalui
masukan-masukkan dari masyarakat, pngaduan
masyarakat dan sunrey Indeks Kepuasan Masyarakat
(rKM).

(3) Pemantauan dan pengendatian dapat dilakukan dengan
memberikan penghargaan dan sanksi {reword and
grunishmentl kepada pegawai atau peh.rgas pelaksana
pelayanan untuk memodvasi dalam memberikan
pelayanan secara konsisten.



BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasa1 9

(1)Evaluasi terhadap pelaksarlaan standnr pelayanan walib
dilakukan olch penyelenggara pelayanan lrlinima1 1

(Satu)kali dalaFn l(Satu)tahun.

(2)Evaluasi dilakukan olch penyelenggara pelayanan,atau
lembaga independen yang diininta bantuannya olch
penyelenggara pelayanan.

(3)Evaluasi dalarrl lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara di
lakukan oleh Tirrl Standar Pelayanan Publik yang
dikoordinasikan  oleh  Baglan  yang  membidan鬱
Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dibenttk dengan Surat keputusan Bupati
Kutai Kartanegara,

(4)Penyelenggara pelayanan waiib Fnenyampaikan laporan
pelaksanaan standar pelayanarl kepada Bupati Kutai
Kamnegara inelalui Sckretaris Daerah Kabupaterl Kutai
Kamnegara.

BAB VII
PENILAIAN

Pasal LO

Penilaian pelaksanaan standar pelayanan dilakukan oleh
Tim Penilai l(abupaten, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai
kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
pedoman yang telah ditetapkan oleh kementerian PAN dan
Reformasi Birokrasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua
peraturan atau ketentuan mengenai standar pelayanan
publik wajib disesuaikan danlatau menJru$un
sebagaimana dimaksud dalam ketenhran Perah.rran
Bupati ini paling lambat I {sattr} tahun.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur
tersendiri melalui Keputusan Bupati dan atau
keputusan masing-masing satuan kerja perangkat
daerah.

■
■

(2)



BAB IX
KETENTUAN PENU'TUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3O Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANE{GARA,

RITA¬EDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tangga1 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KVTAI KARTANEC― ,

BERITA DAE― ― UPATEN KUTAI― TANEC― T-2013 NOMOR 85

NIP.19650302199403


